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PEMBERIAN LISENSI TERBATAS
OLEH PT. GOJEK INDONESIA (PT.GI) KEPADA MITRA KERJA DALAM
TRANPORTASI BERBASIS ONLINE

DEDI AWALUDIN
Fakultas Hukum,Magister Kenotariatan
Universitas Sriwijaya Palembang
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian lisensi
terbatas dalam perjanjian e-contract antara PT Gojek Indonesia kepada mitra
kerjanya, tanggung jawab hukum masing-masing pihak dalam pelaksanaan
perjanjian serta batasan dan bentuk kriteria lisensi terbatas yang dimasudkan
dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif dan menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer
melalui penelitian kontrak perjanjian, dan jenis data sekunder yang diperoleh
dari studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
proses pengikatan perjanjian pemberian lisensi terbatas oleh PT. Gojek
Indonesia Kepada Mitra kerjanya dengan cara pemberian data akun sesuai
data mitra dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan
tidak boleh dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lainnya.
Perjanjian disahkan dengan adanya persetujuan oleh pihak mitra dengan cara
mencontreng tanda setuju dalam tampilan awal aplikasi sebelum dapat
memulai menggunakan aplikasi Gojek yang ditampilkan secara elekronik
dalam media ponsel mitra setelah melengkapi syarat pendaftaran yang
ditentukan oleh PT.Gojek Indonesia yang tercantum pada tampilan awal
kontrak perjanjian. Para pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing
dalam perjanjian kerjasamanya. PT.Gojek Indonesia atas nama PT. Aplikasi
Anak Bangsa yang memiliki sofware program komputer yang bernama
aplikasi Gojek, memberikan lisensi terbatas yaitu berupa akun yang memuat
data pribadi pengguna yaitu mitra kerja, sehinga perjanjian ini melibatkan
beberapa pihak yaitu PT. Gojek Indonesia yang mengurusi manajemen
operasional pelayanan hingga keluhan dilapangan, dan PT Aplikasi anak
bangsa sebagai pemilik sofware program komputer yang akan digunakan oleh
mitra kerja yang disebut driver baik roda 2 maupun roda 4. Ada baiknya
kedepannya bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam
bentuk notariil sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak
yang membuatnya dan bentuk perjanjian yang dibuat lebih baik dan lebih
terkonsep dengan baik sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Lisensiterbatas, PT. Gojek Indonesia, Mitra kerja.



LICENSE LIMITED
BY PT. GOJEK INDONESIA (PT.GI) TO THE WORK PARTNER IN ONLINE
TRANSPORTATION

DEDI AWALUDIN

Faculty of Law, Master of Notary
Sriwijaya University of Palembang

ABSTRACT

This study aims to determine the process of granting limited licenses in e-
contract agreements between PT Gojek Indonesia to its partners, legal liability
of each party in the implementation of the agreement and limitations and forms
of limited licensing criteria setaskan in this study. This research is descriptive
research and using normative approach method. This study used a qualitative
approach using primary data types through contract research agreements, and
secondary data types obtained from library studies and documentation.

The results of this study indicate that the process of binding of limited
licensing agreement by PT. Gojek Indonesia To its Partners by way of
providing account data in accordance with partner data with terms and
conditions contained in the agreement and may not be transferred or
transferred to other parties. The Agreement is authorized by the consent of the
partner by cross-checking in the initial view of the application before it can
begin to use the Auto-show application displayed on partner partner media
after completing the registration requirements specified by PT.Gojek
Indonesia listed on the preliminary view of the contract agreement.The parties
have their respective responsibilities in their cooperation agreements.
PT.Gojek Indonesia on behalf of PT. Application of Nation Children who have
computer software program called application of Gojek, giving limited license
that is in the form of account containing personal data of user that is partner, so
this agreement involves several parties that is PT. Gojek Indonesia, which
handles the operational management of the service until the complaints in the
field, and PT Application of the nation as the owner of computer software
program that will be used by partners called the drivers both wheel 2 and
wheel 4.Agent in the future form of agreement made by the parties made in the
form notariil so as to provide legal certainty for the parties that make it and the
form of agreement made better and more conceptualized well in accordance
with the rules applicable in Indonesia.

Keywords: License granting is limited, PT. Gojek Indonesia, Partners.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau
orang dari suatu tempat ketempat yang lainnya, dan angkutan terdiri
dari angkutan orang maupun barang. Berbagai bentuk model
angkutan darat dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang
berbeda mewarnai perkembangan sistem angkutan darat yang
berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan sehingga dapat
bersaing.

Pentingnya peranan angkutan darat, maka lalu lintas dan
angkutan darat harus ditata dengan baik untuk mewujudkan
tersedianya jasa angkutan darat yang sesuai dengan tingkat
kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman,
cepat, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.!

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas
dan angkutan jalan diharapkan dapat membantu mewujudkan

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan

! Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, Tahun 2013, ASPEK HUKUM
PERJANJIAN TERHADAP JASA ANGKUTAN UMUM DARATANDI ASTRIYANI
MATTANANG /D 101 10 228.



penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan,
pekerja  (sopir/pengemudi) serta  penumpang. Hadirnya
perkembangan tehnologi yang menghadirkan bentuk baru jenis
layanan transportasi darat yang menggunakan Media elektonik yang
digunakan sebagai transaksi online? atau elektronik memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi
perdagangan maupun aktivitas lainnya seperti pengangkutan baik
berupa barang dan mitra kerja. Dampak nyata yang kita rasakan saat
ini adalah adanya keberadaan aplikasi online yang dapat digunakan
untuk melakukan perdagangan jasa Transportasi berbasis online
seperti PT. Gojek Indonesia (PT.GI) merupakan salah satu bentuk jenis
tranportasi yang terdapat di Indonesia menggunakan aplikasi Gojek.
PT. Gojek Indonesia (PT.GI) adalah sebuah perusahaan yang
mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen
operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi
GO]JEK.? Sementara itu Aplikasi gojek adalah aplikasi elektronik milik
PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT.AKAB) yang dapat dimanfaatkan
setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun
pihak-pihak ketiga yang berkerja sama dengan PT. GI ataupun PT.

AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar jemput

2 https://perkembanganteknologikomunikasi.wordpress.com/diakses tanggal 1
juni 2018

3 Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf d tentang Perjanjian Kerjasama yang
Berjudul E-contract PT. Gojek antara pengelola aplikasi dengan Mitra .



barang dan/atau orang layanan pesan antar barang dengan kendaraan
roda dua maupun roda empat.

PT. GOJEK Indonesia, yang beralamat di J1. Jenderal Sudirman
Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Gedung
Equity Tower, 35th Floor, Jakarta 12190, Indonesia disingkat (GI), dan
PT. Aplikasi Anak Bangsa (PT.AKAB), yang beralamat di Gedung
Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160,
Indonesia melakukan kerjasama dengan PT GI . Dengan demikian
aplikasi dalam transportasi berbasis online terdapat 3 pihak yaitu

seperti penjelasan dalam gambar 1.

PT GOJEK INDONESIA (PT Gl)

PENYEDIAKAN JASA LAYANAN — MITRA KERJA

MANAJEMEN OPERASIONAL PEMILIK
KENDARAAN

RODA 2

I MAUPUN

RODA 4

PT APLIKASI ANAK BANGSA ( PT AKAB )
PEMILIK APLIKASI «—

APLIKASI GOJEK

Gambar 1. Hubungan Hukum dalam Penggunaan Aplikasi PT AKAB
dengan PT GI dan Mitra.
Hubungan Hukum antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa

(PT.AKAB), PT. Gojek Indonesia (PT.GI) dan Mitra berdasarkan




Perjanjian Elektronik Kerjasama Kemitraan yang berjudul E-contract
PT. Gojek Indonesia antara pengelola aplikasi dengan Mitra. PT GI
adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan mitra
dan menyediakan jasa manajemen operasional para mitra sshubungan
dengan penggunaan aplikasi GOJEK. * Sebagai manajemen
operasional yang mengadakan rekrutmen dan melayani operasional
dilapangan yang berhadapan langsung dengan mitra kerja seperti,
mulai dari pendaftaran hingga keluhan mitra secara langsung dilayani
oleh PT GI terhada mitra kerjanya.

PT AKAB adalah pihak yang membuat dan memiliki sofware
yang berupa program komputer yang digunakan oleh PT GI dan Mitra
kerja guna melakukan kegiatan jenis usaha tranfortasi online yang
berupa aplikasi yang bernama GOJEK yang digunakan melalui aplikasi
yang diinstal pada handphone mitra.

Sedangkan Mitra adalah pemilik kendaraan bermotor dan
pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-
antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa
lainnya melalui aplikasi GOJEK dengan menggunakan kendaraan

bermotor roda dua dan roda empat yang dimiliki oleh Mitra sendiri.5

Kerjasama kemitraan dapat diketahui bahwa aplikasi GoJek

4 Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf d yang Berjudul Tentang Perjanjian
Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra

5 Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf e tyang Berjudul Tentang Perjanjian
Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra .



yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh satu pihak
melainkan ada beberapa pihak.? para pihak-pihak dalam perjanjian
tersebut adalah PT AKAB, PT GI dan Mitra.

Menurut Soeroso?, pada prinsipnya hukum mengatur hubungan
antara orang satu dengan yang lainnya. Semua hubungan dalam
masyarakat tidak mungkin di lepaskan dari hukum. Oleh karena itu
Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum.
Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu
berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain .

Menurut Ishag®, Hubungan hukum adalah setiap hubungan
yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan
kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di
pihak lain .

Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya hukum memiliki
dua segqi, yaitu segi kekuasaan/kewenangan atau hak (bevoegheid) dan
segi kewajiban (plicht). Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya
suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam
Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (verbintenis), yang timbul

akibat adanya suatu perjanjian (overeenkomst).

6 Makrifah, Andri Inggil. 2017. "Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping”
DalamAplikasilayanangojek".repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2
35551/SKRIPSI%20LENGKAP.

T R. Soeroso. 2005. Pengantar [Imu Hukum. Cet. VIIL. Sinar Grafika, Jakarta.

8 Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. L. Sinar Grafika, Jakarta.



Oleh karena itu dalam perjanjian elektronik kerjasama
kemitraan yang dibuat antara pihak PT AKAB, PT GI dan Mitra dapat
dilihat hubungan kerja sama antara para pihak. Hal ini sangat penting
untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan layanan terkait dengan aplikasi GoJek.

Perjanjian antara PT AKAB dengan PT GI dan Mitra merupakan
perjanjian kerjasama dimana, PT AKAB adalah pihak yang membuat,
sekaligus memiliki dan mengurus aplikasi GOJEK yang dimanfaatkan
mitra yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput
barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang atau jasa lainnya
dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. °

Berdasarkan pada klausul perjanjian elektronik di atas yang
merupakan sumber hubungan hukum, dapat di pahami bahwa
hubungan hukum para pihak merupakan suatu hubungan mitra
kerjasama. PT GI, PT AKAB dan Mitra masing-masing merupakan
subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Berdasarkan
klausul perjanjian di atas juga dapat diketahui mengenai batasan hak
dan kewajiban para pihak. PT GI pihak yang mengurusi managerial

operasional di lapangan dan berhadapan langsung dengan mitra

9 Lihat Ketentuan Umum Angka 1 huruf ¢ yang Berjudul Tentang Perjanjian
Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra



kerja sedangkan PT AKAB mengurusi tentang aplikasi Gojek yang
berhubungan dengan mitra kerja melalui akun Gojek yang digunakan
Mitra.PT GI, PT AKAB dan Mitra merupakan pihak pihak dalam
perjanjian kerjasama yang berjudul E-contract antara pengelola
aplikasi dengan mitra dimana masing-masing merupakan subjek
hukum yang berdiri sendiri dan independen. PT GI merupakan
perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan PT AKAB
merupakan pemilik dan sekaligus operator Aplikasi GOJEK yang
dipergunakan oleh Mitra.

Tertuang dalam perjanjian kerjasama yang disebut dengan E-
contract PT. Gojek Indonesia antara pengelola aplikasi dengan Mitra
dalam kontrak elektronik. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan
hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara
masing- masing PT GI, PT AKAB dan Mitra. Selama dalam tranportasi
online yang menggunakan aplikasi Gojek terdapat jelas perjanjian

antara PT GI dan Mitra kerjanya seperti penjelasan dalam gambar 2.

Gambar 2. Aplikasi Gojek



Sebelum memulai menggunakan aplikasi tersebut mitra
diwajibkan menyetujui perjanjian secara elektronik yang terdapat
dalam aplikasi Gojek tersebut, dengan menyetujui berarti wajib
mengikuti segala aturan yang tertera dalam aplikasi tersebut dengan
menekan tombol yang disediakan dalam aplikasi Gojek tersebut.

Aplikasi itu berisikan program komputer merupakan salah satu
bentuk hak cipta yang dilindungi dalam undang-undang No 28 tahun
2014 tentang hak cipta, aplikasi itu berupa software yang memuat
aplikasi data penguna dan jenis, bentuk, tujuan hingga tarif pekerjaan
akan ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Aplikasi Gojek adalah
sebuah layanan aplikasi online untuk memesan jasa Gojek melalui
aplikasi Gojek yang bisa didownload di smartphone android dan
iphone.

Layanan tersebut menawarkan jasa transportasi dalam hal
pengantaran suatu objek dari dan ke tujuan tertentu yang mencakup
beberapa objek dengan jenis kendaraan bermotor baik itu sepeda
motor, mobil dan mobil box. Saat ini aplikasi layanan Gojek tersebut
sudah bisa dinikmati di 10 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung,
Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Palembang

dan Balikpapan dengan jumlah mitra kerja sekitar dua ratus ribu driver



Gojek.10

Setiap mitra yang ingin mendaftar dan memenuhi syarat
administratif dari PT GI dapat mengakses aplikasi Go-Jek pada
telepon seluler mereka sebagai mitra, sesuai dengan ketentuan umum
bagian 2 huruf a dalam perjanjian kerjasama. Sebelum dapat
mengakses seluruh informasi yang ada dalam aplikasi terlebih dahulu
mitra harus menyetujui perjanjian kerjasama kemitraan yang muncul
pada saat pertama kali aplikasi dibuka.

Dalam bagian 2 didalam perjanjian yang berjudul E-contract PT
Gojek Indonesia antara pengelola aplikasi dengan mitra kerja,
ketentuan Umum Angka 2 huruf d tentang Perjanjian Kerjasama
Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra, memberikan kesempatan kepada
PT AKAB atas nama PT GI untuk memberi kepada Mitra lisensi
terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat
dicabut, dan tidak dapat dialihkan. Namun dalam perjanjian tersebut
tidak dijelaskan secara rinci pengertian lisensi terbatas yang
diberikan oleh PT GI dalam bentuk dan kriterianya yang dimaksudkan
dengan lisensi terbatas, maksud dari non eksklusif itu sendiri dan

tidak dapat disublisensikan.

Namun lisensi Menurut PH Collin !! pengertian hubungan

10 Nadiem Makariem, "Apa itu Gojek", dalam www.go-jek.com, diakses Senin 28
November 2016.

I Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Yang Menerbitkan PT
RajaGrafindo Persada : Jakarta. Hal 9



dengan lisensi, yaitu licensing Agreement, yang diartikan sebagai :

Agreement where a person is granted a license to manufacture
some-thing or to use something, but nut an outright sale.

Dari pengertian yang diberikan tersebut dapat dilihat bahwa
ternyata pengertian lisensipun mengalami perluasan kedalam bentuk
izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak
atau bukan merupakan bentuk penjualan lepas.

Pengertian Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk
memanfaatkan suatu HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), yang
dimana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi
agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha,
baik itu dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat
dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual maupun
memasarkan barang (berwujud) tertentu, juga yang akan
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan
menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan
tersebut. Untuk keperluan tersebut pengerima lisensi diwajibkan untuk
memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang
dikenal juga dengan license fee. Dalam hal yang berlaku pada
perjanjian lisensi PT GI kepada mitranya bukan berbentuk royality

tetapi dalam bentuk pemotongan pendapatan mitra yang




menggunakan aplikasi Gojek secara langsung oleh PT GI.

Berbicara mengenai macam macam lisensi, dalam praktek
pemberian lisensi terdapat dua macam lisensi yaitu :!2
1. lisensiumum
2. lisensi paksa, lisensi wajib, (lisensi wajib, lisensi non sukarela,

penggunaan lain tanpa otorisasi dari pemegang hak).

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal
secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi
antara pembeli lisensi dan penerima lisensi.

Pihak yang menjual atau memberikan lisensi biasa disebut
dengan Licensor (pemberi lisensi) dan pihak yang menerima lisensi
disebut dengan Licensee (penerima lisensi). Makna lisensi secara tidak
langsung sudah bergeser ke arah “penjualan” izin untuk
mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang)
atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada
pihak lain. Sampai sejauh ini lisensi masih dikaitkan dengan
kewenangan dalam bentuk hak istimewa yang diberikan oleh negara
untuk menggunakan dan memanfaatkan hak paten, rahasia dagang dan
juga teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak istimewa yang bersifat

12 Gunawan Widjaja, 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Yang Menerbitkan
PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.



komersial, dalam hal ini dapat diartikan memberikan hak dan
kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau
teknologi yang dilindungi secara ekonomis.

Lisensi Penggunaan Mitra atas Aplikasi GOJEK maupun
pemberian hak oleh PT GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi
GO-JEK, jika dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual khususnya

hak cipta aplikasi Gojek termasuk dalam bidang hak cipta.

Gambar 3. Pendaftaran menjadi mitra PT Gojek Indonesia.

Tentang aplikasi Go-jek yang berhubungan dengan mitra kerja
melalui akun Go-jek yang digunakan Mitra, Aplikasi yang dibuat oleh
PT AKAB menghubungkan mitra sebagai pelaku usaha dengan
konsumen, dengan menggunakan Teknologi aplikasi yang digunakan
untuk memesan barang dan jasa menggunakan sistem dan jaringan
elektronik, Aplikasi Go-jek merupakan program komputer yang
dilindungi hak ciptanya sesuai dengan penjelasan Undang Undang No
28 tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut Penjelasan pasal 40 Undang

Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Ciptaan yang dilindungi



meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra,
terdiri atas:
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim,;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
1. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
1. Potret;
m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil

transformasi;



o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p- kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

Oleh karena itu aplikasi gojek yang menawarkan perangkat lunak
berupa sofware, aplikasi ios, dan juga website!® adalah termasuk
dalam kategori program komputer yang dilindungi hak cipta nya dan
peralihan lisensinya diatur dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam
perjanjian kerjasama antara PT AKAB dengan Mitra tersebut terdapat
pemberian Lisensi Terbatas sesuai isi perjanjian kerjasama kemitraan
diatas, Lisensi dalam ketentuan umum pasal 1 angka (20) Undang
Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta adalah izin tertulis yang
diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau
produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UU Hak

Cipta).

13 https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/11/27/diagram-dan-analisa-
baimana-go-jek-berjalan/diakses tanggal 1 juni 2018



Pemegang Lisensi yang dimaksud disini adalah adalah mitra kerja,
yang menggunakan aplikasi gojek dan PT GI pihak yang diberikan izin
tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak
Terkait yaitu aplikasi gojek untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu . Dapat
dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai
Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu
sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi.

Menurut pasal pasal 16 ayat (2) huruf e Undang- undang tentang hak
kekayaan intelektual pengalihan hak cipta harus melalui perjanjian
tertulis. Perjanjian Tertulis bisa dilakukan di bawah tangan ataupun
dihadapan Notaris. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas
dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.!4

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas
hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis
yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum, ketertiban dan perlindungan hukum vyang dibutuhkan
masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik
mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum, sebagaimana

amanat dalam pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi “akta otentik

14 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t550077782a2fb/pemegang-hak-
cipta-dan- pemegang-lisensi diakses tanggal 15 februari 2018



adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk
itu ditempat dimana akta itu diperbuat”.!$

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan
bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris
merupakan bukti otentik, bukti paling sempurna, dengan segala
akibatnya.!®

Lisensi yang diberikan PT AKAB melalui PT GI kepada Mitra
dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan
perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka
pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk akta notaris
maupun dibawah tangan. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek
yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat
dalam bentuk akta notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas
ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.!?

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas mengenai PT

AKAB atas nama PT GI untuk memberi kepada Mitra lisensi terbatas,

15 R.,Subekti, R.,Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 2009), hal. 475.

16 https://media.neliti.com/.../14181-ID-analisis-yuridis-hak-dan-kewajiban-
notaris-dala...oleh R MULIADI diakses tanggal 1 juli 2018

7 http://skripsi-tesis.com/tinjauan-yuridis-tentang-perjanjian-lisensi-di-bidang-
program-komputer-menurut-uu-no-12-th-1997-tentang-perubahan-uu-no-7-th-1987-
tentang-hak-cipta#_ftn4 diakses tanggal 15 februari 2018.



melatar belakangi penulis untuk meneliti masalah Pemberian Lisensi

Terbatas oleh PT Gojek Indonesia Kepada Mitra Kerja .

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hubungan hukum antara PT Gojek Indonesia, PT
Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Mitra kerja ?
2. Apa kriteria Lisensi terbatas yang diberikan oleh PT Karya Anak
Bangsa kepada Mitra Kerja dalam perjanjian e-contract PT
Gojek Indonesia antara pengelola aplikasi dan mitra kerja?
3. Bagaimana Bentuk pemberian lisensi terbatas antara PT
Aplikasi Anak Bangsa dengan mitra ?
C. Tujuan dan manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui sistem dan analisis perjanjian elektonik
tentang pemberian lisensi terbatas yang dilakukan oleh
penyedia aplikasi layanan Gojek dengan mitra kerjanya
dalam hal ini driver Gojek.

b. Mengetahui dan memahami kriteria lisensi terbatas yang
dimaksudkan diberikan oleh PT Gojek Indonesia
kepada Mitra kerjanya.

c. Mengetahui dan memahami konsep perjanjian



elektronik tentang proses pemberian lisensi yang

dilakukan oleh pengelola usaha dengan mitra ditinjau

dari perspektif hukum perjanjian.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat yaitu :

a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih

bagi khazanah keilmuan, khususnya bidang hukum

perjanjian secara elektronik dan hukum kekayaan

intelektual (HAKI) mengenai hak cipta yang bersifat

secara elektonik .

b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan masukkan kepada :

a)

b)

Pemerintah dalam hal ini membuat aturan dan
kebijakan yang lebih mengutamakan aspek
hukum yang berkeadilan bagi semua pihak,
terutama Dinas Perhubungan selaku perwakilan
pemerintah agar lebih bisa lebih mengetahui
dari sudut pandang para pihak.

Perusahaan dalam hal ini PT Gojek Indonesia
lebih baik lagi dalam hal seleksi hak dan
kewajiban bagi pihak perusahaan dab

perlindungan bagi mitranya.



c¢) Mitra dalam hal ini para pengemudi baik roda
dua dan roda empat mengetahui hak hak dan
kewajibannya terhadap lisensi yang diberikan
oleh PT Gojek Indonesia.
D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian tentang keseluruhan teori -
teori hukum yang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas,
bangunan konsisten, penataan sederhana, dan formulasi jelas. Dalam
dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena
teori memberikan saran untuk dapat menerangkan serta memahami isu
hukum yang dibicarakan secara lebih baik.

Teori hukum (rechtstheorie) dapat diartikan sebagai ilmu atau
disiplin hukum yang dalam respektif interdisipliner dan eksternal secara
kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri
maupun dalam kaitan keseluruhan, baik konsepsi teoritisnya maupun
dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang
lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum
yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

1. Grand theory
Teori keadilan:
Penelitian tesis ini mengkaji hukum perjanjian kemitraan yang

menurut teori keadilan jhon rawls sebagai Grand Theory, Menurut teori



keadilan yang dikemukakan oleh Rawls yang dimaksud dengan
keadilan adalah prinsip kesamaan hak dengan memberikan kesetaraan
hak dan berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki
oleh setiap orang, prinsip ini merupakan ruh dari asas kebebasan
berkontrak. Sedangkan prinsip perbedaan objektif yang dikemukakan
menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban
para pihak, sehingga secara objektif diterima adanya perbedaan
pertukaran, asalkan memenuhi syarat good faith dan fairness. 18
Sehingga keadilan harus dipahami sebagai fairness, dalam arti tidak
hanya pihak yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja
yang berhak menikmati berbagai manfaat, tetapi manfaat tersebut juga
harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk
meningkatkan prospek hidupnya.

E-contract jika dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan
hanya menyangkut hak dan kewajiban para pihak saja, namun juga
mencakup keadilan sebagai substansi dari adanya kontrak tersebut
sebagaimana fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi
para pihak yang membuat kontrak. Keadilan adalah apa yang hendak

dituju dengan atau melalui hukum kontrak.!® Ketidakadilan akan

18 John Rawls, A Theory of Justice, (Massachusets: Harvard Press, 1999), p. 10 yang
dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak....,hlm. 40.

1 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.
37



mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya
demi keuntungan ekonomis pihak lain karena bertentangan
dengan keadilan sebagai fairness yang menuntut prinsip kebebasan
yang sama sebagai basis yang melandasi kesejahteraan sosial.

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini digunakan
untuk menganalisa aturan hukum tentang perlindungan konsumen dan
aturan hukum tersebut dapat memberikan kebahagian sebanyak -
banyaknya bagi - tiap tiap individu dalam kehidupan masyarakat.
2. Middle Range Theory

Teori Kepastian Hukum :

Penelitian tesis ini mengkaji teori kepastian hukum sebagai
middle range theory, Teori kepastian hukum Menurut Kelsen, hukum
adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang
menekankan aspek ‘“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang
berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi
individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan
dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan
masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan



itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.20
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada
kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan
kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa
“summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya
adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat
menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan
merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang
paling substantif adalah keadilan?!
3. Applied theory

Teori kehendak :

Penelitian tesis ini mengkaji hukum perjanjian kemitraan
yang menurut teori kehendak sebagai Applied theory, Menurut
Teori Kehendak, maka dianggap tidak tercapai suatu Kata Sepakat,
karena tidak dicapai persesuaian kehendak, yakni Oppenheim
tidak menghendaki penjualan saham sedangkan menurut Teori
Kepercayaan, dapat dianggap tercapai kata sepakat (consensus),

karena telah tecapai suatu kepercayaan antara Weiller dan orang

20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,Kencana, Jakarta, 2008,
hlm.158.

21 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.



ketiga, yakni percaya bahwa Weiller memang berhak menjual.
Orang ketiga percaya bahwa Weiller berwenang. Putusan
pengadilan (menganut Teori Kehendak) menganggap bahwa
dalam kasus ini tidak ada perjanjian (kata sepakat). Akan tetapi
Oppenheim diwajibkan oleh Pengadilan untuk membayar ganti
rugi kepada Weiller berdasarkan pertimbangan Oppenheim telah
menggunakan alat penghubung yakni telegram yang diragukan
ketepatannya.??

Asas konsensualitas merupakan induk dari asas-asas hukum
perikatan dengan mengingat salah satu unsur-unsur objektif dalam
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni
kesepakatan antara para pihak yang membuatnya namun isidari
perjanjian dibatasi kepada objek yang halal dalam arti tidak
melanggar hukum dan nilai-nilainya.

Dari asas konsensualitas, lahir asas hukum perikatan lainnya
yaitu asas pacta sunt servanda yang mengandung definisi bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang
bagi pihak yang membuatnya sehingga berfungsi sebagai suatu
batasan yang mengikat bagi segala bentuk pelanggaran terhadap

hal-hal yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara kedua

2http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22857/Chapter%20I1.
pdf;jsessionid=7TEDB65DCEBAT3353DE513AAAFFSFC2367sequence=3



belah pihak tersebut.

Asas kebebasan berkontrak yang menjiwai pasal 1338 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata juga merupakan benih hukum
yang ditanamkan oleh asas konsensualitas sehingga memberikan
ruang yang seluas luasnya bagi setiap pihak untuk mengadakan
perjanjian baik yang diatur dalam peraturan hukum perdata,
maupun yang tidak dan belum diatur dalam hukum perdata,
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum
dan kesusilaan.

Asas konsensualitas memegang peranan yang krusial
sebagai payung hukum serta untuk memberikan perlindungan
terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak- kontrak baru yang
belum diatur dalam Undang-Undang mengingat pesatnya
perkembangan dalam dunia bisnis yang belum terjangkau oleh
roda hukum. Intinya, setiap kontrak yang walaupun belum diatur
dalam Undang-Undang, telah mempunyai akibat hukum yang
mengikat sepanjang sebelumnya telah disepakati bersama
berdasarkan asas konsensualitas.

Apabila Asas konsensualitas dikaitkan dengan dengan
perjanjian lisensi yang menjadi permasalahan utama dalam
penelitian ini, maka dapat ditentukan bahwa perjanjian

terhadap pemberian lisensi dapat diberikan dalam dua bentuk



yaitu :

1. Perjanjian lisan

2. Perjanjian Tertulis

Hal ini sesuai dengan pembagian klasifikasi bentuk
perjanjian yang dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo dimana,
perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan.23

Tanpa perjanjian, pemberian lisensi pada dasarnya sudah
muncul dengan adanya kesepakatan (consensus) dengan
didasarkan pada asas konsensualitas dengan menggunakan
teori-teori tentang momentum terjadinya kesesuaian kehendak
maupun teori-teori tentang ketidaksesuaian pernyataan dan

kehendak.

Perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk lisan maupun

tertulis mengikat para pihak yang terlibat didalam isi perjanjian

tersebut yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi

sehingga mempunyai akibat hukum seperti layaknya perjanjian-

perjanjian lainnya baik perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata maupun jenis perjanjian lainnya diluarnya

mengingat adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan

peluang yang seluas-luasnya terhadap proses pembuatan kontrak

baru sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

2% Salim. HS, Op.cit, hal 166.



kesusilaan dan ketertiban umum.

Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih
didahului oleh perbincangan-perbincangan di antara para pihak dan
adakalanya mewujudkan suatu perjanjian atau perikatan, tetapi
adakalanya tidak mewujudkan perjanjian atau perikatan.?4

Pemenuhan janji sebagai bagian dari kaidah hukum perjanjian
merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Janji
merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain
yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan
melakukan suatu perbuatan tertentu. Janji itu mengikat dan janji itu
menimbulkan utang yang harus dipenuhi.?s

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji
yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu
sendiri adalah kesepakatan (agreement).?6
E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan
pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan
tesis ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi operasional dari

konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini.

24 Duma Barrung, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen pada
Perjanjian Kredit ,makalah pada Dialog Sehari PP-INI dengan Perbanas, Jakarta,
tanggal 29 Mei 2002, hal. 9-10

25  Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif
Perbandingan), cet ke-1, (Yogyakarta: Ull Press, 2013), hlm. 56.

26 Ibid.



Konsepsi adalah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan
konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi,
antara abstraksi dan kenyataan. Konsep definisi operasional dari
konsep - konsep ang akan digunakan sehubungan dengan penulisan
tesis ini yaitu, “ Pemberian Lisensi Terbatas Oleh PT Gojek Indonesia
Kepada Mitra Kerja”.

1. Pemberian

Pemberian menurut Kamus hukum Pemberian berarti
proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan suatu
bentuk benda atau Pemberian berasal dari kata dasar beri.
Suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan
kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas

namanya menyelenggarakan suatu urusan.

2. Lisensi terbatas

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang
Hak atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak
Terkait dengan syarat tertentu.(pasal 1 angka 20 nomer 28 tahun
2014 tentang HAKI).
3. PT. Gojek Indonesia

Salah satu perdagangan di bidang jasa transportasi tersebut

adalah Gojek. PT. Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan



yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa
manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan
penggunaan Aplikasi GOJEK.
4. Mitra Kerja

Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan angka 1(e)
yang dimaksud mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-
jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang
sebelumnya telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya
melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan
bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri. Setiap mitra
akan mendapatkan akun atas nama mitra setelah mendaftarkan

diri pada aplikasi Go-Jek (angka 1(a)).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam

melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis

kemukakan di atas perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk

merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang
merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali

berlandaskan literatur seperti, media cetak, media elektronik,



media internet dan lain- lain.?” Data-data tersebut didapatkan dari
bahan-bahan hukum berkaitan dengan tentang pemberian lisensi
terbatas oleh PT Gojek Indonesia kepada mitra kerjanya, sehingga
mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai objek
penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
objek kajian berupa perjanjian elektronik sebagai objek dokumen
perjanjian (kontrak kemitraan antara pengelola usaha dengan
mitra kerja).
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
konseptual dan pendekatan perundang - undangan.

1) Pendekatan perundang-undangan (statute
approach) merupakan pendekatan yang dilakukan
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan e-
contract, seperti KUHPerdata, Undang-Undang, dan lain-
lain.

2) Pendekatan konsep  (conceptual approach)
digunakan wuntuk memahami Lkonsep-konsep tentang

perjanjian elektronik baik diatur dalam KUHPerdata maupun

2T Sanapiah Faesal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi, (Malang:
Yayasan
Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35.



dalam kontrak kerjasama elektronik itu sendiri.?®
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
autoritatif atau mempunyai otoritas, dalam penelitian ini
menggunakan perjanjian elektronik sebagai bahan
hukum primernya. Dalam penelitian ini, bahan hukum
primer dikaji dari sumber e-contract itu sendiri,
KUHPerdata, , dan Peraturan Perundang- Undangan
yaitu tentang ITE dan Hak Kekayaan Intelektual.

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum
dan ensiklopedia hukum. ?° Bahan hukum sekunder
didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan
dengan kontrak dan e-contract secara khusus.3°

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum

28 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

2% Ibid., hlm. 181. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-
6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.
30 Ibid., hlm.43



sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar

Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Di dalam

penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti  akan

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-

macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di

dalam penelitian hukum adalah:3!

a) Pendekatan undang-undang (statute approach)

b) Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Tehnik Pengumpulan Bahan penelitian

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian

ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum
baik bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran tersebut
bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari
internet.®? Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyelidikan
dengan wawancara, meminta informasi terkait dengan

pelaksanaan e-contract dan mengumpulkan dokumen perjanjian

31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2009), hal. 93
82 Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian ..., hlm. 160.



kerjasama dari beberapa driver Gojek dan staf yang bertugas di
kantor perwakilan Gojek di Palembang dan Asosiasi Driver
Online (ADO) 33 , kemudian bahan hukum yang akan dikaji,
peneliti menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi
dengan isu yang dihadapi.
5. Tehnik Pengolahan Penelitian

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan
inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum
mengenai e-contract perjanjian secara elektronik dan tentang
kekayaan intelektual hak cipta mengenai lisensi terbatas. Setelah
memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian
kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum
yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap
bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan
pekerjaan analitis dan konstruksi.

Mengacu pada tataran pengolahan bahan-bahan hukum

33 Sulistiono, (selaku asisten manager PT.Gojek Indonesia area Yogyakarta),
dalam wawancara di kantor Gojek area Yogyakarta, 15 Februari 2017, Sudariadi
(selaku driver Gojek), dalam wawancara, 16 Februari 2017, Tri Guna (selaku driver
Gojek), dalam wawancara, 18 Maret2017, Ahmadi (selaku driver Gojek), dalam
wawancara, 25 Maret 2017, Fajar Nur (selaku driverGojek), dalam wawancara, 25 April
2017, Bambang (selaku driver Gojek), dalam wawancara, 20Mei 2017, Ismawan
(selaku driver Gojek), dalam wawancara, 22 Mei 2017 dan Tri Widodo(selaku driver
Gojek), dalam wawancara, 24 Mei 2017.



menurut Mark Van Hoecke, pengolahan bahan bahan hukum dapat
dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan
menyistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran,
yaitu:
1) Tataran Teknis
Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan
peraturan hukum hierarki sumber hukumuntuk membangun
landasan legitimasi dalam menafsirkan perturan hukum
dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam
suatu sistem yang koheran.
2) Tataran Teleologis
Tataran Teleologis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum
berdasarkan substansihukum, dengan cara memikirkan,
menata ulang, dan menafsirkan material yuridis dalam
perspektif teleleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih
jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode

teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.3*

6. Tehnik Analisis Bahan penelitian
Analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data

yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder dan

3% Marck Van Hoeck, Dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, Refelksi Tentang
Struktur ilmu hukum, Bandung:Manda Maju, hlm 39.



informasi lainnya dengan menggunakan analisis berpikir
deskriptif dan preskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis
berkeinginan menggambarkan atau memaparkan secara jelas
mengenai konsep e-contract dalam kontrak di PT. Gojek
Indonesia, tujuannya dapat memberikan argumentasi hukum
sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta
bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum. Dan
tujuan dari penelitian hukum berupa saran atau rekomendasi®®
dari e-contract yang dilakukan dengan menyelidiki dan
menggambarkan mengenai konsep e-contract perspektif
hukum perjanjian.
1. Tehnik Penarik Kesimpulan

Tehnik penarik kesimpulan yang digunakan adalah Deduktif
adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal
yang khusus ( inti dari bacaannya ).Dari hasil analisa tentang
perjanjian e-contract yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia
kepada Mitra Kerjanya ada hal khusus yang diberikan yaitu
lisensi terbatas. Deduktif ada 3 macam yaitu:

a. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang di awali
dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh

ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah

35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum..., hlm. 251.
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